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ISALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166 IKry| lr I 2016

ENTANG

PEMBUKAAN PROGRAIU STUDI RADIOLOGI PROGRAM SPESIALIS PADA

UNIVERSITAS-SEBELAS MARET DI SURAKARTA

MENTERI RIST]T, TEKNOLOGI DAN PBNDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Universitas
Sebelas Maret Nomor 4312/UN27 lPPl2015 tanggal 8 Mei

2qL5 dan surat rekomendasi Ketua Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor KD 02.02 Ol I KKI llll I o9a2 I 2015
tanggal J.6 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pembukaan

ero[Iam Studi Spesialis Radiologi di Fakultas Kedokteran

universitas sebelas Maret serta surat rekomendasi

Kolegiun Radiologi Indonesia Nomor ogSlKRI/VIII/2014
tanglal 30 Agustus 2Ol4 perihal Kemandirian Prodi

Rad-iologi FK uNS oleh Kolegium Radiologi, perlu

memberikan rzin pembukaan Program studi Radiologi

Program Spesialis pada Universitas Sebelas Maret di

Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 12

Tairun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
pendidikan Tin[gi tentang Pembukaan Program Studi
Radiologi Program Spesialis pada Uriiversitas Sebelas

Maret di Surakarta;

: 1. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2012 tentang
pendidikan Tin[gi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Pcrguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2ol4No-o'16,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Feraturan Presiden Nomor I Tahun 2012 tentang

I(erangka Kua.iifikasi Nasi*nal Indcnesia {Lernbaran
Negari Repubiik indonesia Tahr.]n 2*i2licmor 24);



Menetapkan

KESATU

KBDUA

KETIGA

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kernenterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor l2L lP Tahun 2ol4 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan lr{enteri

Kabirret Kerja Periode Tahun 2A1'4-20L9;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
TinggiNomor15Tahun2015tentangorganisasidan
Tataker.la Kementerian Riset, Teknologi, da1 Pendidikan

Tinggi(neritaNegaraRepubliklndonesiaTahun20lS
Nomtlr 889);

7. PeraturLn Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

TinggiNomor44Tahun20i5tentangStandarNasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahurn 2015 Nomor 1952);

S.PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikan
Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian'
periEahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan

i Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

SwastA.(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun2016
Nomor 2081);

g.KeputusanMenteriRiset,Teknologi'danPendidikan
Tinggi Nomor 4g4 lMlKp/VIlll2OlS tentang Pemb=erian

Kuasa Kepada sekretaris Jenderal Kementerian Riset,

Teknologi,danPendidikanTinggiuntukdanatasnama
MenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi
menandatanganiKeputusanlzinPendiriarr,Perubahan
Bentuk, periutupan, Penyelenggaraan -Program 

Studi

laaa Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan

b.ogr** Studi pada Perguruan Tinggi ltiegeri;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MBNTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKANTINGGITENTANGPTMBUKAANPROGRAM
STUDI RADIOLOGI PROGRAM SPESIALIS PADA

UNIVB}?SITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA.

MemberikanizinpembukaanProgramstudiRadiologi
Progra*SpesialispadaUniversitasSebelasMaretdi
Surakarta.

Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum 6BSefU harus menghasilkan lulusan sesuai

denganKerangkaKualilikasiNasionallndonesia.
PrograrnstudisebagaimanadimaksuddalamDiktum
KESATUdinyatakanmemenlrhipersyaratanminimum
akreditasi.

UniversitassebelasMaretdiSurakartasebagairnana
Ji*tkurd dalam Diktum KBSATU wajib:

&. mengajukan akr:ed'itasi ulang te ihaCap ",T:?=T :::i1l
s-baga'rmana dii:raksu'C <ial'a::i Ci<tur] iiElliLTi; sesuel

i:r-Ean <e'.e:':*':-;a- ?::?':v:e7: p'r--1 11 4-" 1-- -:'1i::3a;:;
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b.

c.

memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaporkan hasil penyeienggaraan program studi
sebergaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling
lamlrat 1 (satu) bulan. setelah akhir setiap semester
kepada Menteri.

Rektor Universitas Sebelas Maret wajib menandatangarri
surat pernyataan bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menanggung s€mua akibat
apabila aihtut<an- pencabutan tzin program str-rdi setelah
dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi'

Apabila Universitas Universitas Sebelas Maret tidak
'melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEEMPAT, ak"n dikenai sanksi administi'atif sesuai

clen gan ke ten tuan peraturan pe rundang-undan gan'

Keputr-rsan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

, DitetaPkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2A16
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